Mengingat

- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan

mﬂ;zgugﬂmRﬂib"si Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi di
tentang Retrib agelang, dipandang perlu ada pengaturan

usi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

. bahwa untyk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu

menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah  Kota

- Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem-

be“t“kﬂ" Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat :

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang , Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833 ) ;
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llndang Nnmnr 22 Tahun 1999 tentang

( Lembaman Negara Tahun 1999
ahan Lembaran Negara Nomor 3839 )

; ll'(lndanﬂ-u"d"':"n’I Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
clangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan [.embaran Negara
Nomor IR48) -

! ]?::mmm" Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran
asyarakat dalam Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara

18hun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3955 .

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Pe“T”"I“"BBaman Jasa Konstruksi ( LLembaran Negara Tahun

gggg Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggm Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 65 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957 )

lO.Pcra@ran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ):

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

ientang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah :

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
N TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA

KONSTRUKSI
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Pasal

I’J peraturan Daerah inj yang dimﬂkﬂl:d
ﬂﬂﬁrﬂh adalah Kota Magelang

b

L, Pe

- alikots adalah Walikota Magelang :

dengan :

mﬂfiﬂm'h Daerah adalah Pemerintah Kota M

yang merupakan kesatuan bmk
melakukan usaha yang meliputi

diter, perseroan lainnya, badan usaha milik

daerah den |
pegara atau Jengan nama dan daj i

rganisasi sosial politik, atau organisasi o, )
:;tap, dan bentuk badan lainnya; yang sejenis, lembaga, bentuk usaha

jasa konstruksi adalah ibi
{ Perusahaan jasa _ tlah orang/badan usaha yang bergerak dibidang
usaha jasa konstruksi dan mﬂh}"lﬂl kegiatan usaha jasa konsultasi, konstruksi
(konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor),

g Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi:

" 1, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
~ perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan vang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain;

i Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang
dan sub bidang keahliannya;
i, Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

k. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-
rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang
Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);

| Tenaga Tugas Penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada
perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain;

m. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan untuk
kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang;

n. Surat [zin .....
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qurat 1zin Usaha Jag, Konstru g
.I

n: diperluk : : \Zi
ol bidan P81 Perusahgg, 8 Solanjutnya dissbut SIUJK adalah izin

kegiatan di bidang usaha iasa I“‘-*nﬂntruﬂ? konstruksi untuk dapat melakukan

surat Permohonan Izj, . \

Pﬂ'ﬂﬂh{.‘n SIUJK adalah by
pengadilan neger; mmp&tdﬂn :!ﬂha yang telah mendapatkan pengesahan dari

scbagai pembayaran gt disebut retribusi, adalah pungutan daerah
disediakan dan atay dibcriﬁ Eltau Pemberian  izin tencnt':lu }Faung khusus
orang pribadi ﬂt!lubadan; oleh Pﬁm::riumh Daerah untuk kepentingan

: g:rTﬂt;'lu:tlﬂh Pf)rfelrz;ndag;mnm adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
badan hukum. yang dimakgumdnkgﬂkan Pemberian izip kepada orang pribadi atau
: untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

egia
glalan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

fasilitas tertentu guna melindungi
njaga kelestarian lingkungan ; » o

ah Orang pnhadl dlau badan yang menurut peraturan

s. Wajib Retribusi ada]

surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan
& menurut Peraturan Retribusi :

u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perine; e
dhearceh Wit Reu ks e o Lo
pem_m}' 4 retribusi,  kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah isi surat
yang dapat disingkat SKRD adalah
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retﬁbusig}l:ng terutang ;

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentuk bahan
jumlah Retribusi Daerah yang telah ditatapkan};‘ " i -

X. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ' 181
yang selanjutnya disingkat
SKRDLB a.::halah~ Surat Keputusan yang menentukan jumlah kﬂlﬂbﬂ
Pﬂﬂ:lba}':ﬂraﬂ retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar danpada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang :

y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarya kewajiban harus di '
oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke WK:sE Daar:h Euﬂ
tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan -

Z Spmt Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk  melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lein yang ditetapkan oleh Walikota ; *

aa. Utang Retribusi......... ..
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(1) Memberikan dasar hukum

[zin Usaha Jasa Konstruks; bagi pelaksanaan pemungutan Retribusi Surat

agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Membenm dasar hukum untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi agar iklim

usaha berjalan dengan baik, tertib dan .
aman, memberikan kenyamanan
berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat.

(3) Memberikan dasar hukum untuk Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan retribusi Surat Izin Usaha Jasa
Konstruksi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut
Retribusi  bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan
pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh
Surat [zin Usaha Jasa Konstruksi.

(3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin usaha jasa konstruksi
kepada orang pribadi atau badan hukum.

BABIV ....
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GOLONGAN R .
FTRIBUSI DAy WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 4

bust lzin U
! Perizinan Tertenty Konstruksi termasuk golongan Retribusi

Retribusi yang terutang d :
(2) & dipungut di Wilayah Kota Mageleng.

BAB v

'R TINGKAT PENGGUNAAN
HA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

CARA MENGUKI
IZIN USA

g Perusahaan Kecil

Modal kerja minimum (modgl disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan
adalah Rp.S0.000.000,‘- (ima puluh juta rupiah) sampai dengan <
Rp.1.000.000.000,- (lebih kecil satu milyard rupiah).

b. Perusahaan Menengah

Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan
adalah Rp.l.OO0.0D0.00Q.- (satu milyard rupiah) sampai dengan <
Rp. 10.000.000.000,- ( lebih kecil sepuluh milyard rupiah).

¢. Perusahaan Besar

Modal kctja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan
adalah lebih besar atau sama dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyard

rupiah).
BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
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gtruktur dan besamya tarif retyij,

lﬂ ; Uintuk Perusahaan kecil se usi SIUJK adalah

, FRp. 500.000 - (I - ah
Untuk Perusahaan menen .~ (lima ratus ribu rupiah);
’ ibu rupiah); Bah sebesar Rp. 1.500.000,«(satu juta lima ratus h
. Untuk Perusahaan besar :

upish). Sebesar Rp. 2.500.000,dua juta lima ratus ribu

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 8

(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan
oleh Walikota.

Pasal 10

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi olech Wajib Retribusi  sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.

(4) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan
oleh Walikota.
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(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan -
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi -

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14
(1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat
lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi
ditetapkan oleh Walikota.

BABX ....
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Balan/surat |ain eni , awal
, . ol yang sejenis sebagai a
hari sejak jatuh tempg Pﬁlnbayar:;embusl dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)

() Dalam jangka wakty 7 (tujuh) ar;

3) Sutiﬂ.t Teguran Bﬂtﬂgaimana di
( Pejabat yang ditunjuk. 'maksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh

BAB X1

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) gfﬂm: dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud s _ge
Walikota. pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN,PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesa'ahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan
Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib ...
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(1)

(2)

(3)

4)

&)

::iimﬂ_ks:mi pada ﬂvﬂ": (33 Pasat : .{2? Pasal ini dan pembatalan sebagaimana
Retribusi kepada ‘Wﬂli‘knt asal nj (Iigﬂﬂmpaikan secara tertulis oleh wa*jlb
puluh) hari sejak tangonl oV Pelabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga

i 88al diterima SKRP) ' berikan
alasan yang jelas dan STRD dengan mem

dan X
meyakinkan untyk mendukung permohonannya.

la sctelal (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Pasal 11 Walikota atau l;e.jaba; yang ditunjuk  tidak memi:mikan
Oononan pombetulan, pengumngﬂﬂ kﬂﬂtﬂm
pfnshﬂpuﬂfﬂ 418U pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap

BAB XIn
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

Wajib Rotﬁbusi_ dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan.

PFITﬂGhE!ﬂﬂIl keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in1 harus
d!sampmkan secara tertulis , paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah
lewat dan Walikota tidak member suaiu keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.
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4)

(6)

(6)

(7)

(1)

(2)

BAB X 1v
PENGE ,
MBALJIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat menaa.
Retribusi kepada Walikota “MB4jukan permohonan kelebihan pembayaran

yang d'm“juk dalam jangka waktu paling Inm_ﬂ 0
Climanya permohonan  pengembalian kele bihan
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus

Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah

tdak  memberikan keputusan, permohonan
pengembalian  pembayaran retribys; dianggap dikabulkan dan SKRDLB

bil * a8 waktu paling lama 1 (satu) bulan.

A‘[:Ih:l:u$.]lb mmbl‘lﬂl mﬂmipunyﬂi I.,ltﬂ_ng retﬁh-lﬂl Ialnnyn, kﬂ'cb]h_‘nn'
FC o rﬁmhum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
angsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi

Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

;“,!;3‘5‘1‘,“; dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebthan pembayaran retribusi.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran retribusi yang tidak diketahui oleh
wajib retribusi maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk akan memberitahu
kepada wajib retribusi.

BAB XV
KADALUWARSA
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui

jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali

apabila wajib retnbusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

i tertangguh apabila

a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. Ada pengakuan utang dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XVI....
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(1)

(1)

T T — TEN S m—

BAB xvq
KETENT[]AN PmANA

_ P

* tid
merugikan keuangan daerg}, diﬂ k Melaksanakan  kewajibannya ~sehingga
bulan atau denda paling bl:m}aka.?cam Pidana kurungan paling lama 6 (enam)
Tindak Pidana  sepagy, (mpat) kali jumlah retribusi yang terutang.
pelanggaran, mana dimakgyd ayat (1) Pasal ini adalah

BAB xXvr1
PENYIDIKAN

. B , Pasal 23
Sgb:?ia tweweeg:;anl kL*l:gguen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
* ® WSUS sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

Si sebagaimana dimaksud dalam Undang-
tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -
8. MCNCIma, mencari, mengumpuikan dan meneliti keterangan  atau

laporan berkenaan dengan tindak o; i bi ibusi
pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebyt menjadi lengkap dan jﬂlags )

b. meneliti, mencar dan men .
G gumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan hukum tentang kebenaran pef'buamn yaig dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dj bidang retribusi ;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukt; dari orang pribadi atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

d. Memeriksa bukujhuku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi :

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan  dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut :

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;

g Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

k. Menghentikan penyidikan ;

l. Melakukan . ...
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Dundangkan d Mageiang
pada tanggal 12 Agustus 2002

-EMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2002 NOMOR 20
SERIC No 3

1l

vang diatur dalam Undang-undang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG

.

H. FAHRIYANTO

Crannad hy TanQeArannar



. g-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pgmcnnlahﬂfl Dacrah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih
mengutamakan  pelaksanaan  azqg Desentralisasi, untuk itu perlu
menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang
luas. nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang
dJW_U}Udkm‘ denga{l pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar
dacrah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan
masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah telah ditetapkan pedoman kebyaksanaan dan
arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang
pungutan Retribusi Surat [zin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Magelang yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

[I. PENJELASAN PASAL ........
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[?engan adanya pengertian istilah tersebut
| mencegah timbulnya salah
tafsir dan salah pengertian  dalam memahami
dan‘ melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
schingga  baik warga masyarakat maupun
aparatur  dalam menjalankan hak ~ dan
Kewajiban  dspat  berjalan dengan lancar dan
dapat dicapai tertib administrasi pemungutan
Retribusi Daerah.

. Cukup jelas.
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